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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

* IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 183 ayat (8) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 75 ayat (8) Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Kas
Non Anggaran,

1.
2

10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang WNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008

Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah; :

Peraturan Pemen’ntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor. 59 Tahun 2007;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;



Menetapkan :

11. Peraturan Daersh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daorabhy

12. Peraluran Cubormur Nomwor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara

CPeloioanaain An JaLan ';*wv;l::‘-;’:.:;tan_ dan Beclanja Dagrah Provinsi
Daorah Khusus im.u.. Juoedit@ scbagaimana lelah diubah dengan

PcraLLrun G AUTUEY You o i TLaun QGSQ
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'PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN KAS NON
ANGGARAN.

. BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. D'aérah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukqta Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubemur adalah Kep7ala Daerah ‘P‘roirins.i Daerah Khusus lbukota Jakarta,

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya dlseb ut Sekda adalah Sekretaris
Daerah Provinsi DKI Jakarta,

5. Badan: Pengelola Keuanga'n Daerah yang sélanjutnya disingkat BPKD

adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

6. Satuan Ker]a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di ngkungan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta

7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dismgkat UKPD adalah
Bagian atau Sub Ordinat dari SKPD.

. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah PelaksanalUnlt Kerja Perangkat

Daerah. Pelaksana yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD Pelaksana
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi DKl Jakarta yang
bertugas dan berwenang untuk memungut dah mengembalikan atas
pemungutan!pengembahan Kas Non Anggaran.

9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana yang selanjutnya
disebut Kepala SKPD Pelaksana adalah Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah pada Pamerintah Provinsi DK! Jakarta yang bertugas

dan berwenang untuk memungut dan mengembalikan atas
pemungutanlpe‘ngembalian Kas Non Anggaran

10. ‘Kepala Unit Kaqa Perangkat Daerah Pelaksana yang selanjutnya
disebut Kepala UKPD Pelaksana adalah Kepala Perangkat Daerah
* pada - Pemerintah Daerah yang bertugas dan berwenang untuk

memungut dan mengembahkan atas pemungutanlpengembangan Kas
Non Anggaran ' ‘ .
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(1)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Provinsi
Daerdinhivsubsuicia Jo g,

Kas Non Anggaran adalah Penerimaan pengeluaran kas yang tidak
mempengeiuinl Ay guan endapatan, Belanja dan Pombiayaan
Pemarinii Dawait,

Rekening Bank Wagjib Bayar adalah Rekening Bank yang dimiliki oleh
Wajib Liayar.

Surat Ketetapan adaiah Surat Ketetapan yang dikeluarkan oleh
SKPD/UKPD Pelaksana sebagai sarana penyetoran, pengembalian
dan eksekusi Kas Non Anggaran.

Surat Ketetapan Penyetoran adalah Surat Ketetapan yang dikeluarkan
oleh SKPD/UKPD Pelaksana sebagai dasar bagi wajib bayar untuk

melaksanakan penyetoran yang menjadi kewajibannya ke Rekening
Kas Non Anggaran. |

Wajib Bayar adalah Orang dan/atau Badan Usaha yang menyetorkan
dan/atau dapat menerima pengembalian kembali Kas Non Anggaran
yang merupakan kewajbannya.

Kewajiban adalah Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Waijib
Bayar. .

Bank DKI adalah Bank untuk menampung penerimaan Kas Non
Anggaran.

Penerimaan Uang Jaminan adalah Penerimaan uang jaminan yang
masuk ke Rekening Kas Non Anggaran.

Penerimaan jaminan lainnya yang sejenis adalah Penerimaan uang
jaminan yang masuk ke Rekening Kas Non Anggaran.

Surat Permintaan Pengembalian adalah Surat Permohonan yang

dibuat oleh Waijb Bayar kepada SKPD/UKPD Pelaksana, agar

SKPD/UKPD Pelaksana membuat Surat Ketetapan Pengembalian.

Dokumen Pemungutan‘ adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh

SKPD/UKPD Pelaksana sebagau sarana pemungutan Kas Non
Anggaran.

Eksekusi Penerimaan _Kas Non Anggaran adalah Pemindahbukuan
dari Rekening Giro Kas Non Anggaran ke Rekening Penerimaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB Il
KEBIJAKAN UMUM lDAN JENIS KAS NON ANGGARAN
| Bagian Kesatu
| - Kebijakan Umuml Kas Non Anggaran
Pasal 2 |

Semua penerimaan dan pengeluaran Kas Non Anggaran dikelola
dalam pengelolaan Kas Non Anggaran.
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Pengelolaan Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), merupakan Cash Flow (Arus Kas) yang tidak mempengaruhi
Anggaran Pendapelon, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Dacrah.

Penerimaan dain Pe nm,.l.mran [Kas Non Anggaran sebagaimana
dimaisud pada oyt (1) duaiota tersendini don diperlakukan sebagai
ponednaa Giagea g tiooaot B2 rkitungan Pihak Ketiga.

Kas Non Anc Ugu:...n dilarang dipcrgunakan untuk tujuan lain kecuali

a. untuk dikembalikan Kepada Wajib Bayar yang telah melaksanakan
kewajibannya; atau

b. menjadi penerimaan APBD setelah dieksekusi oleh SKPD/UKPD
Pelaksana dengan Surat Ketetapan Eksekusi.

SKPD/UKPD Pelaksana yang mempunyai penerimaan Kas Non
Anggaran wajib melaksanakan pemungutan dan/atau pengembalian
sesuai ketenluan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis i<as Non Anggaran
Pasal 3
Penerimaan Kas Non Anggaran meliputi :

potongan Taspen;

potongan Askes;

potongan PPh;

potongan PPN

penerimaan tltlpan uang muka
penerimaan uang jaminan; dan
penerimaan lainnya yang sejenis.
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Pengeluaran Kas Non Anggaran meliputi‘ :

penyetoran Taspen;

penyetoran Askes;

penyetoran PPh;

penyetoran PPN;

pengembalian titipan uang muka;
pengembalian uang jaminan; dan
pengeluaran lainnya yang sejenis.

Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d
dilakukan sesuai dengan Keputusan Gubernur,

Penerimaan Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat )]
huruf f terdiri dari:

penerimaan jaminan Bongkar Reklame dan Bangunan Reklame;
penerimaan jaminan KTP Musiman;

penerlmaan jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas;
penerimaan jaminan Pekerjaan Penutupan Galian;

penerimaan jaminan Fasos dan Fasum;

penerimaan jaminan Retensi Selama Pemeliharaan;

penerimaan jaminan Hiburan Insidental; dan
penerimaan jaminan Lalnnya.
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Pengeluaran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf f1erdin d ari;

a. ru,r._,‘m,r‘.,.n jum.sm] i c. ior Reldlame dan Bangunan Reklame;
By i el DT eSS,

C. m.._,x. w;..af it .v.,.';',-;i W n Sarang Jaringan Ulilitas;

O A O .,...,.\J“Li\uiup n Galian;

e. p\,ngwt.g GOl T L oo dan Fasumg

f. pengelu aranunnun ivclend Selama Peme diharaan;

g.

pengeluaran jaminan Hilsusn Insidental; dan
h. pengeluaran jaminan Lainnya.

Penerimaan Kas Nen Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e dan huruf f merupakan penerimaan perhitungan Pihak Ketiga
yang mempunyai batas waktu terientu, dapat dikembalikan kepada
Waijib Bayar atau dieksekusi menjadi Penerimaan Daerah.

Peneﬁmﬁan dan pengeluaran lainnya yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf g merupakan penerimaan

dan pengeluaran yang akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan
Gubemur,

BAB Wil
PENGELOLA KAS NON ANGGARAN
Bagian Kesatu

Pemggang Kekuasaan Pengelola Kas Non Anggaran

Pasal4

Gubernur selaku Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan
Pengelola Kas Non Anggaran.

Selaku pemegang kekuasaan Pengelola Kas Non Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubemur mempunyai

- kewenangan :

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Pengelola Kas Non

Anggaran; dan

b. menetapkan Bank tempat penyimpanan penerimaan Kas Non
Anggaran.

Dalam melaksanakan kewenangan selaku pemegang kekuasaan
Pengelola Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Gubernur dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya
Kepada :

a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Kas Non
Anggaran; dan

b. Kepala SKPD/UKPD .Pelaksana selaku Pemungut Kas Non
Anggaran



Bagian Kedua
‘ Keoordinator Pengelola Kas Non Anggaran

el B

(1) Seircloris Dacreh soliw oordingior Pengelola Kas Non Angraran

5CDEGILIG Lawid o Lot Patal 4 pada ayal (3) burut a
memaunyd G wo oo, wlit kobijokan  dan mencgoowdinasikan
Pergaold Kus ivuil sy e

(2) Dalam melaksanakan lugzsnya, Sekretaris Daerah selaku koordinator
Pengelota Kas Non Anggaran berlanggung jawab kepada Gubernur.

| Bagian Ketiga
Kewenangan Kepala SKPD/UKPD Pelaksana

Pasal 6

Dalam penerimaan dan pengeluaran Kas Non Anggaran sebagaimana

dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b Kepala S {UKPD Pelaksana
mempunyai tugas : ‘

a. melaksanakan permungutan penetimaan dan pengembalian Kas Non
Anggaran,

b. menetapkan besaran nominal pemungutan dan/atau pengembalian Kas
Non Anggaran; :

- ¢ menerbitkan Surat Ketetapan Besaran Nilai Nominal Pemungutan
dan/atau pengembalian Kas Non Anggaran;

- d. bertanggung jawab atas Ketetapan Besaran Nilai Nominal Pemungutan
n/atau pengembalian Kas Non Anggaran;

e. membuka rekening giro Kas Non Anggaran pada Bank DKI;

f menerbitkan Surat Ketetapan Eksekusi dan melaksanakan Eksekusi
atas penerimaan Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1)
huruf e dan huruf f yang telah lewat masa berakunya dan
memindahbukukan penerimaan tersebut sebagai Penerimaan Daerah;

g. melaksanakan Penatausahaan dan Pen%aakuntansian terhadap
transaksi pemungutan dan/atau pengembalian Kas Non Anggaran; dan

“h. membuat laporan pemungutan dan/atau pengembali,an Kas Non
Anggaran setiap bulan yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah
atas nama Gubemur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan

Daerah c.q. Bidan? Perbendaharaan dan Kas Daerah dengan
tembusan Inspektorat.

BABIV
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS NON ANGGARAN
| Bagian Kesatu |
Penerimaan
Pasal 7

(1} Untuk generiniaan Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g, SKPD/UKPD Pelaksana
teriebih dahulu menetapkan besarnya Kas Non Anggaran yang harus

dbayarkan oleh Wajib Bayar dengan menerbitkan Surat Ketetapan
Penyetoran. : . '

{2) Berdasarkan Surat Ketetapan Penyetoran sebagaimana dimaksud
ada ayat (1) Wajib Bayar selanjutnya menyetorkan kewajibannya ke
ﬁekenlng- iro Kas Non Anggaran SKPD pada Bank DKI.
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Penyetoran yang ilakukan oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dianggap sah apabila: '

- a. slip seloran teloh divalidasi de h Bank DK, dan

b. seloraiy incliul anwer Lok, slip setoran dianggap sah apabila
buk i transier Lo Gheenuast oy Bank DKL

Kewenangon don tangzung pwad peonerimaan dan penyeloran oleh
Wajb Bayar fied pud wa, g Juwab  sepenuhnya SKPD/UKPD
Pelansain, |

Lo.gian Kedua

Pengeluaran

Pasal 8

Untuk pengeluaran Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal' 3 ayat (2) huruf e, huruf ? dan huruf % Wajb Bayar yang telah
melaksanakan Kkewajibannya terlebih dahulu mengajukan Surat
Permohonan Pengembalian Kas Non Anggaran beserta dokumen
pendukungnya kepada SKPD/UKPD Pelaksana.

Berdasarkan lgermohonan seb_agai_mana dimaksud pada ayat (1),
SKPD/UKPD Pelaksana selanjutnya meneliti kelengkapan administrasi
dan men_e'rbitkan Surat Ketetapan Pengembalian Kas Non Anggaran.

Apabila penelitian telah dilakukan dan telah dinyatakan benar,

SKPD/UKPD Pelaksana melakukan: pemindahbukuan dari Rekening
Giro Kas Non Anggaran ke Rekening Wajib Bayar.

Bagian Ketiga
Jasa Giro

Pasal 9

Jasa Giro atas penempatan dana Kas Non Anggaran pada Rekening
Girc Kas Non Anggaran menjadi Hak Pemerintah Daerah.

Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara otomatis
setiap akhir bulan masuk ke rekening Penerimaan Asii Daerah dan
merupakan Penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Keempat

'Eksek.usi

Pasal 10
Untuk jenis Fenerimaan Kas Non Ang?aran sebagaimanadimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g, SKPD/UKPD

Pelaksana dapat langsung mengeksekusi uang Kas Non Anggaran

apabiia:

a. Wajb Bayar tidak melakukan kewajlbannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

b. Wajb Bayar telah melakukan kewajibannya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, tetapi dalam jangka waktu lewat

60 (enam puluh) han tidak mengajukan permohonan pengembalian
Kas Non Anggaran.

Tefhadap ketentuan sebagaimana -dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b, SKPD/UKPD Pelaksana selanjutnya memindahbukukan



(3) Eksekusi terhadap uang Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan oleh BUD dengan memindahbukukan uan
Kas Non Anggaran seboglad Penerimaan lain-lain Pendapatan Asli
Dadsrah. ' ' '

LAB VY
PE NGIENDALAN DAN PENGAWASAN
' CPasad 11

(1} Pengendalian terhadab- pengelolaan Kas' Non Anggaran dilakukan
oleh SKPD/UKPD Pelaksana. _

(2) Pengawasan terhada -pengelolaan Kas Non Anggaran dilakukan oleh
Aparat Pengawasan Fungsional.
BABVI
PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI KAS NON ANGGARAN

~ Pasal 12

Penatausahaan dan Akuntansi tefhadap pengelolaan Kas Non Anggaran

dilakukan oleh SKPD/UKPD Pelaksana dengan mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan. ‘

~ BABWI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal13
Peraturan Gub'ernuf ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan %engundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. ' '

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUK@TA JAKARTA,

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 21 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
¥ OTA JAKARTA,

b

MOHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 7 ‘



